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ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PEMIDANAAN ANAK DALAM KASUS PERSETUBUHAN

(Studi Putusan Nomor 23.Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

Oleh

Nandini Cahya Suci

Pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan merupakan
permasalahan hukum yang kompleks karena melibatkan dua kepentingan yang
harus diseimbangkan, yaitu perlindungan terhadap korban dan pembinaan terhadap
anak sebagai pelaku. Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta pendekatan keadilan
restoratif, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penerapan hukum,
khususnya terkait dengan penjatuhan pidana yang tidak selalu sejalan dengan
ketentuan pidana minimum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan
berdasarkan Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk serta menganalisis
apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur
dalam UU SPPA. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan
wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta dosen hukum
pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini mendasarkan
putusan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dengan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun serta
pelatihan kerja selama tiga bulan kepada anak pelaku. Secara yuridis, putusan
tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana. Namun, dari perspektif tujuan
pemidanaan, putusan hakim belum sepenuhnya optimal karena pemidanaan lebih
menitikberatkan pada aspek pembinaan terhadap anak pelaku, sementara dampak
yang dialami korban, baik secara fisik, psikologis, maupun terhadap masa depan
korban juga memerlukan perhatian dan perlindungan hukum.
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Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah hakim dalam menangani
perkara anak perlu menyesuaikan pemidanaan dengan tujuan pemidanaan dalam
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu pencegahan tindak pidana,
pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, dan penumbuhan rasa penyesalan.
Namun, dalam praktiknya hakim masih cenderung menitikberatkan pada aspek
penghukuman. Oleh karena itu, optimalisasi peran BAPAS melalui penelitian
kemasyarakatan (litmas) yang lebih komprehensif diperlukan agar dapat menjadi
dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pemidanaan yang sesuai dengan
kondisi anak. Dengan demikian, pemidanaan diharapkan lebih berorientasi pada
pembinaan, pemulihan, serta pencegahan pengulangan tindak pidana maupun
peniruan oleh masyarakat

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Anak, Persetubuhan



ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'’S LEGAL CONSIDERATIONS IN
SENTENCING JUVENILE OFFENDERS IN SEXUAL INTERCOURSE
CASES

(Study of Decision Number: 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

By:
Nandini Cahya Suci

The sentencing of children as perpetrators of sexual intercourse offenses constitutes
a complex legal issue as it involves balancing two interests, namely the protection
of victims and the rehabilitation of the child as the offender. Although the Juvenile
Criminal Justice System Law emphasizes the principle of the best interests of the
child and a restorative justice approach, in practice there are still inconsistencies
in the application of the law, particularly in sentencing that does not always align
with the minimum penalty provisions stipulated in the Child Protection Law. The
problems examined in this study are how judges determine the basis of their
considerations in sentencing child offenders in sexual intercourse cases and
whether such decisions are in accordance with the objectives of punishment.

This study employs a normative juridical and empirical juridical approach through
literature review and interviews with informants, with qualitative analysis focusing
on juridical, philosophical, and sociological aspects within the judges’ ratio
decidendi. The normative approach is conducted through the analysis of laws and
regulations, legal doctrines, and relevant court decisions, particularly the Juvenile
Criminal Justice System Law and the Child Protection Law. Meanwhile, the
empirical approach is carried out through interviews and documentation to
examine practices in the field. The data are analyzed qualitatively based on
juridical, philosophical, and sociological aspects to assess the conformity of
judicial decisions with the objectives of punishment.

The results of the study indicate that the judge based the decision on Article 81
paragraph (2) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection by imposing
a sentence of two years’ imprisonment and three months of job training on the child
offender. Juridically, the decision has fulfilled the elements of the criminal offense.
However, from the perspective of sentencing objectives, the judge’s decision has
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not been fully optimal because the punishment places greater emphasis on the
rehabilitation of the child offender, while the impacts suffered by the victim, both
physically, psychologically, and on the victim’s future, also require attention and
legal protection. Nevertheless, the decision reflects the objective of providing a

deterrent effect and preventing the repetition of criminal acts.

The recommendation presented in this study is that judges in handling juvenile
cases need to align sentencing with the objectives of punishment as stipulated in
Article 51 of Law Number 1 of 2023, namely the prevention of criminal acts,
rehabilitation of offenders, resolution of conflicts, and the development of remorse
in offenders. However, in practice, judges still tend to emphasize punitive aspects.
Therefore, optimizing the role of the Correctional Center (BAPAS) through more
comprehensive social inquiry reports (litmas) is necessary so that such reports can
serve as a basis for judges in determining sentences that are appropriate to the
child’s condition. Thus, sentencing is expected to be more oriented toward
rehabilitation, recovery, and the prevention of repeated criminal acts as well as
preventing similar acts from being imitated by society.

Keywords: Judicial Consideration, Child, Sexual Intercourse
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“Allah tidak mengatakan ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. ”
(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of
growing up and moving into new chapters of your life is about catch
and release. What | mean by that is, knowing what to keep, and what
to release. You can’t carry all things. Decide what is yours to hold
and let the rest go”
(Taylor Alison Swift)

“bagai serapah hidup yang tak indah, menangis pun kau tak bisa.
Beranjak dewasa, pelan-pelan kita pelajari sengatnya. Menangis
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“Let your dreams be bigger than your tears”
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kemurahan hati yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan tepat pada waktunya

Bandar Lampung, 04 Juni 2026

Penulis

Nandini Cahya Suci



DAFTAR ISI

Halaman
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............cccoieiiiiii 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian...........cccoccooviiiiiniiiinnnnn, 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...........ccccoovveiiiiiiiiiie e 7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ............cccoviiiiiiiieniieiie e 8
E. Sistematika Penulisan..............ccoooviiiiiiiiiii e, 13
Il. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim ...........c..cccccceviieiinc e, 15
B. Tinjauan Umum Anak di Bawah Umur ..........c.ccccoceeiiiii i 19
C. Tindak Pidana Persetubuhan ..............cccooeiiiiiiiiiii i 23
D. Tinjauan Umum Pemidanaan............ccceeerureiiireoiireesieeesiee e sieeesieeesnnnee s 28
I1l. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Masalah ..o 36
B. Sumber dan JENiS Data..........cccveiiiiiiieiiienii e 37
C. Penentuan NarasUMDET .........c.cooviiiieiiiiiie e 38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.............c..ccccceeviieeiiieecnnnnn 39
E. ANALISIS DALA......coviiiiieiiiiiiie ettt 40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-
ANAKI2025/PN TJK ettt eane s 41

B. Kesesuaian Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan
dengan Tujuan PEmidanaan ............ccceeeiiiiieeeiiiiie e 56



V. PENUTUP
AL STMPUIAN L
B SAAN ..

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



l. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara
dalam menjamin keberlangsungan generasi penerus bangsa. Anak sebagai individu
yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan memiliki
keterbatasan dalam memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan,
sehingga memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, baik dari keluarga,
masyarakat, maupun negara. Dalam konteks kehidupan sosial modern,
perkembangan lingkungan dan teknologi turut memengaruhi pola perilaku anak
yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menyebabkan anak tidak hanya
berpotensi menjadi korban tindak pidana, tetapi juga dapat terlibat sebagai pelaku
tindak pidana. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan prinsip
perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan

tujuan penegakan hukum itu sendiri.

Secara yuridis, anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Anak
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan
negara, karena memiliki potensi besar sebagai penerus cita-cita dan perjuangan
bangsa. Oleh karena itu, anak memiliki peran strategis serta karakteristik khusus
yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan
fisik, mental, dan sosialnya secara seimbang dan harmonis, sesuai dengan norma-

norma hukum dan sosial yang berlaku di masyarakat.*

! Lulu Husni, Hukum Hak Asasi Manusia, PT. Indeks Kelompok Gramedia Jakarta, (Jakarta, 2009),
him. 106.



Lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap anak sering kali membuat mereka
berada pada posisi yang rentan. Anak tidak hanya berpotensi menjadi korban, tetapi
juga pelaku tindak pidana. Pada fase perkembangan, anak berada dalam proses
pencarian jati diri, pembentukan karakter, dan penyesuaian sosial. Di tahap inilah
mereka sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik lingkungan
keluarga, sekolah, maupun pergaulan sehari-hari. Lingkungan sosial yang tidak
stabil, ditambah minimnya edukasi mengenai nilai moral dan aturan hukum, dapat

memperbesar risiko anak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Fenomena yang muncul dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan
kecenderungan anak terlibat dalam pelanggaran yang berkaitan dengan teknologi
dan dunia digital. Data tahun 2020, misalnya, mencatat lonjakan signifikan kasus

anak sebagai pelaku kepemilikan media pornografi, mencapai 389 kasus. Angka ini
bukan hanya menunjukkan peningkatan akses dan paparan anak terhadap konten
digital berisiko, tetapi juga mencerminkan kurangnya literasi digital serta

pengawasan orang tua dalam ruang virtual.

Situasi tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan teknologi tanpa kontrol
yang memadai dapat memicu anak terlibat dalam perilaku menyimpang, meskipun
pada dasarnya mereka belum memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dan
sosial dari perbuatan tersebut. Secara konstitusional, perlindungan terhadap anak
telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi”.?

Ketentuan ini menjadi dasar bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin
setiap anak mendapatkan perlindungan yang optimal, baik secara fisik maupun
psikis. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam

2 Kompas.id. (2023).Aksi pelaku kriminal berusia anak-anak kian mengkhawatirkan.



hukum nasional, perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang ini merupakan Langkah maju dalam system peradilan pidana anak
di Indonesia karena menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best
interest of the child) dalam setiap tahap proses hukum, dari penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.® Dalam sistem ini, setiap
apparat penegak hukum wajib mengedepankan penekatan yang bersifat pembinaan,
edukatif, dan kemanusiaan, bukan semata-mata represif. Sistem Peradilan Pidana
Anak juga memperkenalkan konsep diversi dan keadilan restoratif sebagai bentuk
perlindungan hukum yang menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan.

Tujuan utamanya adalah agar anak tidak kehilangan masa depan akibat proses
peradilan yang terlalu formal dan menghukum. Namun, pada praktiknya, tidak
semua kasus anak dapat diselesaikan melalui diversi, terutama untuk tindak pidana
berat seperti kekerasan seksual atau persetubuhan terhadap anak.* Salah satu tindak
pidana yang kerap melibatkan anak adalah tindak pidana persetubuhan, yaitu
hubungan seksual yang dilakukan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke

dalam alat kelamin perempuan.

Kejahatan ini termasuk kategori pelanggaran kesusilaan yang menimbulkan
dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam banyak
kasus, pelakunya tidak selalu orang dewasa; anak juga dapat menjadi pelaku
sebagaimana diatur dalam sistem peradilan anak. Oleh karena itu, penanganan
kasus seperti ini memerlukan kehati-hatian agar perlindungan terhadap korban tetap

terpenuhi, namun prinsip kepentingan terbaik bagi anak pelaku tetap dijaga.

3 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), him. 98.

* Putra, Yan Mangandar, L. Sabardi, and L. Parman. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian atas Putusan
Pengadilan Negeri Selong Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Sel)”. Jurnal 1US Kajian Hukum dan
Keadilan 6 (2):292-306. https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.561.



Kasusnya tampak dalam Putusan Nomor 23.Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, di mana
kasus ini bermula ketika Anak (terdakwa, laki-laki berusia 15 tahun) pada sekitar
bulan September hingga 18 Oktober 2024 mengajak Anak Korban (perempuan
berusia 12 tahun) yang merupakan pacarnya ke rumah seorang teman di Kota
Bandar Lampung. Di lokasi tersebut, terdakwa membujuk korban untuk masuk ke
kamar lantai dua dan melalui serangkaian bujuk rayu berhasil melakukan

persetubuhan serta pencabulan terhadap korban.

Perbuatan ini terungkap pada 7 November 2024 setelah keluarga korban
menemukan percakapan tidak senonoh di ponsel korban, yang diperkuat dengan
hasil Visum et Repertum pada 11 November 2024 yang menunjukkan robekan pada
selaput dara korban akibat trauma tumpul. Terdakwa yang ditangkap pada 11 April
2025 kemudian diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dakwaan
Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 3 tahun
dan pelatihan kerja 6 bulan, majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa Anak
terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yaitu pidana penjara
selama 2 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan, dengan mempertimbangkan
bahwa terdakwa masih berstatus anak dan bersekolah. Dalam praktik peradilan,
perkara anak pelaku persetubuhan sering menimbulkan perbedaan pandangan di

antara penegak hukum.

Jaksa umumnya berpegang pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur pidana minimum lima
tahun, sehingga fokus pada kepastian hukum dan perlindungan korban. Sebaliknya,
hakim terikat pula pada prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan keadilan restoratif
dan pembinaan. Hal ini menciptakan ketegangan antara dua orientasi hukum yaitu
perlindungan korban dan pembinaan pelaku. Kasus tersebut memperlihatkan
adanya pergeseran orientasi hakim dari penerapan ketentuan minimum khusus

sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016



tentang Perlindungan Anak menuju pendekatan yang lebih lunak dengan alasan usia

dan faktor psikologis pelaku.

Perbedaan ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai sejauh mana hakim dapat
menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam perkara anak tanpa mengabaikan
tujuan perlindungan terhadap korban.Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara
dua tahun dan pelatihan kerja tiga bulan, jauh di bawah minimum khusus UU
Perlindungan Anak. Hakim beralasan bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan
bahwa pidana pembatasan kebebasan terhadap anak dijatuhkan paling lama
setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Selanjutnya,
Pasal 79 ayat (2) menegaskan bahwa ketentuan mengenai pidana minimum kKhusus

tidak berlaku terhadap anak.

Pertimbangan ini diperkuat oleh rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)
dari BAPAS yang mendorong pembinaan melalui lembaga. Perbedaan ini tampak
jelas ketika dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta pidana penjara tiga
tahun.® Di sinilah muncul persoalan yuridis yang menarik untuk dianalisis. Di satu
sisi, Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah melalui
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 secara tegas menetapkan pidana minimum
khusus bagi pelaku persetubuhan terhadap anak. Di sisi lain, Undang-Undang
SPPA sebagai lex specialis dalam perkara anak secara eksplisit menyatakan bahwa
ketentuan pidana minimum khusus tidak berlaku bagi anak. Dualisme pengaturan
ini berpotensi menimbulkan konflik norma (conflict of norms) dalam praktik

peradilan.

Perbedaan orientasi antara dua aparat hukum yaitu hakim dan jaksa tersebut
memperlihatkan adanya dilema yuridis yang harus diselesaikan hakim: apakah
harus mendahulukan kepastian hukum melalui penerapan pidana minimum demi
perlindungan korban, ataukah memberikan ruang bagi pembinaan anak melalui
pendekatan SPPA. Ketidaksinkronan ini sering kali menimbulkan kesenjangan

antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Di satu sisi, penyimpangan dari

® lbid.



pidana minimum dapat dianggap mengurangi perlindungan bagi korban; di sisi lain,
penerapan pidana minimum dapat bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik
bagi anak.

Ketegangan normatif antara UU Perlindungan ini menjadi titik penting untuk
menilai bagaimana hakim menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku.
Ketegangan normatif antara UU Perlindungan Anak dan UUSPPA menjadi dasar
mengapa penulis tertarikmelakukan penelitian berjudul "Analisis Dasar
Pertimbangan Hakim TerhadapPemidanaan Anak dalam Kasus Persetubuhan
(Studi Putusan Nomor 23.Pid.Sus-Anak/2025/PN Tijk)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang akan menjadi permasalahan dalam

penulisan skripsi yaitu:

a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak
dalam kasus persetubuhan pada putusan No. 23.Pid.Sus-Anak/2025/PN Tijk?
b. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan

sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, ruang lingkup
penelitian ini berada dalam kajian ilmu hukum pidana, khususnya terkait analisis
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak
pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN
Tanjung Karang yang telah berkekuatan hukum tetap, serta kesesuaian putusan
tersebut dengan tujuan pemidanaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan mengkaji
ketentuan hukum yang berlaku serta praktik penerapannya dalam persidangan.
Ruang lingkup lokasi penelitian berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Tanjung Karang, Provinsi Lampung pada tahun 2025.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan
dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap anak dalam kasus persetubuhan pada putusan Nomor 23.Pid.Sus-
Anak/2025/PN Tjk.

b. Untuk mengetahui putusan No. 23.Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk yang dijatuhkan
terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sudah sesuai dengan tujuan

pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara
praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoris, hasil penelitian untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang
hukum pidana, khususnya mengenai teori dan praktik sistem peradilan pidana anak
di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa
analisis dan pengembangan konsep mengenai pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Selain itu,
penelitian ini juga diharapkan mempertegas penerapan prinsip kepentingan terbaik
bagi anak dan keadilan restoratif di dalam sistem hukum nasional, sehingga dapat
menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam bidang hukum
pidana anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
para penegak hukum, khususnya hakim, dalam memutus perkara yang melibatkan
anak sebagai pelaku tindak pidana, agar lebih memperhatikan aspek perlindungan
dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Kegunaan lainnya yaitu dapat menjadi masukan bagi institusi pendidikan
hukum, lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, maupun masyarakat

dalam memahami dan mengawal proses peradilan pidana anak agar berjalan secara



adil, manusiawi, dan proporsional. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi
bahan evaluasi dalam penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di
lingkungan peradilan, serta mendorong pembaruan hukum yang lebih berpihak
pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.®

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dan
inte.rpretasi suatu penelitian. Kerangka ini berisi kumpulan konsep, teori, dan
prinsip-prinsip yang relevan dan menjadi pedoman dalam memahami fenomena
yang diteliti. Dengan kerangka teoritis, peneliti dapat menjelaskan hubungan antar
variabel, memperjelas fokus penelitian, serta memberikan gambaran bagaimana

data akan dianalisis dan diinterpretasikan secara ilmiah.

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam putusan pengadilan yang
memuat alasan, dasar hukum, dan analisis yang digunakan hakim untuk mengambil
keputusan atas suatu perkara. Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus
mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga
keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam
putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal

justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice). ’

a. Aspek Yuridis
Aspek yuridis merupakan dasar utama dalam memutus perkara. Hakim harus
merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, dan
doktrin hukum. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga
hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi

dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Dalam hal ini,

6 op. cit., him 76.
" Ahmad Rifai, 2018, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar
Grafika, Jakarta, him. 126-127.



hakim dituntut untuk memahami dan menerapkan hukum positif secara tepat
terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

b. Aspek Filosofis
Pertimbangan filosofis merupakan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang
hidup di masyarakat. Hakim harus menggali dan mempertimbangkan nilai-nilai
tersebut dalam memutus perkara, terutama ketika hukum positif tidak
memberikan jawaban yang memadai. Keadilan secara umum didefinisikan
sebagai tindakan yang adil, sementara adil berarti tidak berat sebelah atau
memihak yang benar. Dengan demikian, putusan hakim tidak sah secara
hukum, tetapi juga adil secara moral.®

c. Aspek Sosiologis
Aspek sosiologis mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan psikologis
para pihak yang terlibat, termasuk latar belakang pelaku, korban, dan
lingkungan masyarakat. Hakim menggunakan pendekatan ini untuk memahami
dampak putusan terhadap kehidupan sosial dan psikologis anak, sehingga
keputusan dapat mencerminkan keadilan yang sesuai dengan realitas sosial serta

mampu memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial.®

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana, khususnya yang melibatkan
anak berkonflik dengan hukum, harus berlandaskan pada keseimbangan antara
aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan
hukum positif seperti yang tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang
Perlindungan Anak, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan moral dan

konteks sosial psikologis pelaku dan korban.

Prinsip legalitas yang termaktub dalam Pasal 5 KUHP dan ketentuan mengenai
perintah jabatan di Pasal 51 KUHP menegaskan pentingnya kepastian hukum,
namun tetap membuka ruang bagi pertimbangan subjektif yang adil dan mendidik
dalam konteks pemidanaan anak. Dengan demikian, putusan hakim hendaknya

mencerminkan keadilan substantif yang proporsional, sekaligus menjamin

8 A. Rahman Sutrisno, Lukmanul Hakim, dan Ansori, “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya”,
Yustisi: Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 1 (2023), him. 20.

® Op.cit. him. 126-127
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perlindungan hak-hak semua pihak demi kesejahteraan sosial dan pembinaan anak

sebagai generasi penerus bangsa.

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penjatuhan
pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam perkembangan hukum pidana di
Indonesia, tujuan pemidanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 51, yang
menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak
pidana, melakukan pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarakat.
isi Pasal 51 KUHP baru, tujuan pemidanaan dirumuskan secara eksplisit dan
komprehensif, yang mencerminkan integrasi antara pencegahan, rehabilitasi, dan

pemulihan konflik.

Perkembangan tersebut kemudian dipertegas melalui pembaruan hukum pidana
nasional dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 51 ayat (1) ditegaskan bahwa
pemidanaan bertujuan untuk:

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi
perlindungan masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang
yang baik dan berguna

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan
keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rumusan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia secara eksplisit
menganut teori gabungan, karena mengintegrasikan unsur pembalasan,
pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan dalam satu kerangka normatif yang utuh.
Dengan demikian, dalam menilai Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tik,
analisis tidak hanya didasarkan pada teori, tetapi juga pada parameter normatif
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 KUHP Baru.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan tersebut, terdapat beberapa teori yang menjadi

landasan dalam hukum pidana, antara lain:
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b)
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Teori Absolut

Teori ini memandang bahwa pemidanaan dijatuhkan semata-mata sebagai
bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, seseorang
harus dijatuhi pidana karena telah melakukan perbuatan yang melanggar
hukum. Pidana merupakan konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan oleh
pelaku, sehingga tujuan utama pemidanaan adalah memberikan penderitaan
sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan tersebut. Teori ini menekankan
bahwa pemidanaan tidak bertujuan untuk mencapai manfaat tertentu, melainkan
sebagai bentuk keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan.°

Teori Relatif

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan,
tetapi memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu untuk mencegah
terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Dalam teori ini, pemidanaan
bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan memberikan efek jera kepada
pelaku serta mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama. Dengan
demikian, pemidanaan memiliki fungsi sebagai sarana pencegahan, baik
pencegahan umum terhadap masyarakat maupun pencegahan khusus terhadap
pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.*!

Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif.
Teori ini memandang bahwa pemidanaan tidak hanya sebagai bentuk
pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan untuk
melindungi masyarakat serta memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi
perbuatannya. Dengan demikian, pemidanaan selain memberikan balasan atas
kesalahan pelaku juga bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat

melalui pencegahan tindak pidana dan pembinaan terhadap pelaku.'?

Teori gabungan relevan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana

hakim memadukan pertimbangan pembalasan atas perbuatan melawan hukum dan

10 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), him. 30.

11 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010),
him. 12.

12 1bid, him. 17
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upaya pencegahan melalui pembinaan serta rehabilitasi. Pendekatan ini menjawab
dilema antara kewajiban menegakkan hukum dan perlunya menjaga masa depan

anak pelaku agar tidak terjerumus ke dalam siklus kriminalitas yang berulang.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran sistematis tentang konsep-konsep utama
yang digunakan dalam suatu penelitian serta hubungan antar konsep tersebut.
Kerangka ini membantu peneliti memfokuskan studi dan menjelaskan bagaimana
variabel atau konsep akan dianalisis secara logis dan sistematis. Istilah-istilah yang

digunakan adalah sebagai berikut:

a Pertimbangan hakim, adalah suatu tahapan di mana majelis hakim melihat apa
yang terjadi selama di persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan, dan eksepsi
terdakwa, serta bukti formil dan materil yang diberikan dalam pledoi dan
pembuktian. Pasal-pasal dari undang-undang yang membentuk keputusan
tersebut juga dimasukkan dalam pertimbangan hukum.*?

b Pemidanaan merupakan proses penjatuhan pidana oleh hakim kepada seseorang
yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melalui
putusan pengadilan. Pemidanaan merupakan bentuk reaksi negara terhadap
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yang bertujuan
untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta
melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Selain itu, pemidanaan
juga diarahkan untuk membina pelaku agar dapat memperbaiki diri dan tidak
mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

¢ Anak, menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak adalah seseorang yang telah berusia 12
tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Sering disebut juga sebagai “anak yang berkonflik dengan hukum”.

d Tindak Pidana Persetubuhan merupakan perbuatan melakukan hubungan badan
antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang dilarang oleh

hukum, terutama apabila dilakukan terhadap anak atau dengan cara melawan

13 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008, him. 7.
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hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan persetubuhan terhadap anak
merupakan bentuk tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002, yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari

berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan seksual.

E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan dalam memahami
keseluruhan isi skripsi ini secara lebih terstruktur dan jelas, adapun sistematika

penulisan yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi
penelitian, mencakup perumusan masalah yang spesifik, batasan ruang lingkup
penelitian, serta tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Selain itu, bab ini
memaparkan kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi pijakan ilmiah, ditutup

dengan gambaran sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Il. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas berbagai konsep dan kajian teori yang relevan dengan topik
penelitian, khususnya tentang pertimbangan hakim dalam hal pemidanaan anak
yang terlibat dalam kasus persetubuhan. Di sini juga disajikan tinjauan terhadap
penelitian terdahulu untuk mendukung analisis dan sebagai dasar pembanding

dalam penelitian ini.

I1l. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, mulai dari jenis
data dan sumbernya, cara pengumpulan data, hingga teknik analisis yang
diterapkan. Bab ini juga menjelaskan subjek atau narasumber yang ikut serta dan

prosedur pelaksanaan penelitian secara rinci.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dilakukan dengan menganalisis berbagai aspek yang dipertimbangkan
hakim, baik aspek yuridis, sosiologis, maupun psikologis anak, serta dikaitkan
dengan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu, bab ini

juga menguraikan kesesuaian putusan hakim dengan tujuan pemidanaan

V. PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berisikan
jawaban dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada permasalahan
berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran penulis terkait hal apa yang harus

dikembangkan dalam skripsi ini.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan non-hukum yang relevan,

pertimbangan hakim menjadi landasan krusial dalam menjatuhkan putusan yang
tidak hanya memenuhi ketentuan perundang-undangan, tetapi juga memberikan
keadilan substantif bagi para pihak. Melalui pertimbangan yang matang dan
seimbang, hakim memastikan adanya kepastian hukum sekaligus perlindungan
terhadap hak-hak terdakwa dan korban, sehingga putusan yang dihasilkan dapat

diterima secara obyektif dan bertanggung jawab.*

1. Pengertian Pertimbangan Hakim (ratio decidendi)

Pertimbangan hakim merupakan bagian pokok dari suatu putusan yang memuat
alasan, dasar hukum, dan analisis yang digunakan hakim untuk sampai pada
kesimpulan atas perkara yang diperiksa. Pertimbangan ini sering disebut ratio
decidendi, yaitu alasan hukum yang menjadi landasan inti dalam memutus perkara.
Keberadaan ratio decidendi menentukan kekuatan dan legitimasi suatu putusan,
sebab dari sinilah dapat diketahui apakah putusan tersebut telah memenuhi unsur

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.®

Hakim tidak hanya menilai perkara dari segi formal peraturan perundang-
undangan, tetapi juga wajib mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, alat bukti yang diajukan, serta keadaan yang memengaruhi pelaku
maupun korban. Menurut Ahmad Rifai, pertimbangan hakim dealnya mencakup

aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga putusan yang dihasilkan tidak

14 sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2010), 152.
15 Sudaryono Surbakti & Natangsa, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan
KUHP Dan RUU KUHP, Muhammadiyah Unversity Press, 2017,
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hanya benar menurut hukum tertulis, tetapi juga selaras dengan nilai moral dan
kondisi sosial Masyarakat.'® Dalam konteks hukum acara pidana, pertimbangan
hakim meliputi dua dimensi utama. Pertama, dimensi yuridis, yang mengacu pada
penerapan pasal-pasal hukum positif, asas-asas hukum pidana, dan kaidah
pembuktian. Kedua, dimensi non-yuridis, yang mencakup faktor kemanusiaan, latar
belakang pelaku, motif, dampak perbuatan, serta kondisi sosial di sekitar peristiwa
pidana. Perpaduan keduanya memungkinkan hakim menghasilkan putusan yang
tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan realitas yang dihadapi
para pihak.

Konsep ratio decidendi memiliki fungsi ganda. Selain menjadi pijakan bagi hakim
dalam perkara yang sedang diadili, konsep ini juga berperan sebagai acuan bagi
hakim lain pada perkara sejenis di masa mendatang.}” Dengan demikian,
konsistensi dan kualitas pertimbangan hakim akan berpengaruh langsung terhadap
pembentukan preseden dan penerapan hukum yang seragam. Oleh karena itu, setiap
pertimbangan yang dituangkan dalam putusan harus disusun secara logis, runtut,
dan dapat dipertanggungjawabkan, agar putusan tersebut mampu memberikan

keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

2. Pendekatan dalam Pertimbangan Hakim

a. Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan mengajarkan bahwa hakim harus menempatkan berbagai
kepentingan secara proporsional, baik kepentingan hukum, kepentingan pelaku,
kepentingan korban, maupun kepentingan masyarakat. Dalam perkara pidana
anak, penerapan teori ini berarti hakim tidak hanya berpegang pada teks undang-
undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak sebagaimana
diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.!® Misalnya, jika suatu

16 ST Aritonang and H Susetyo, ‘Protection of Human Rights from Sexual Violence Against Women
and Children Victims in East Seram Regency (A Study of Court Decisions in 2018-2022)’, UNES
Law Review, 6.3 (2024), 8222—40.

17 Virgie Kesfian Alifa and Beniharmoni Harefa, ‘Installation of Electronic Detection Devices on
Persons of Sexual Violance Against Childrens (Problematics and Solutions)’, JCH (Jurnal Cendekia
Hukum), 8.2 (2023), 230

18 Yusian Eri Fitria and others, ‘Chemical Castration in the Criminal Law System: A Study of
Effectiveness and Toxicological Impact’, Edelweiss Applied Science and Technology, 8.6 (2024),
8907-14



17

tindak pidana memiliki potensi menjatuhkan sanksi penjara yang berat, hakim
dapat mempertimbangkan alternatif hukuman seperti diversi atau pembinaan di
luar lembaga apabila hal tersebut tetap mampu melindungi masyarakat serta
memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku. Teori ini selaras dengan
konsep keadilan yang menempatkan semua pihak dalam posisi yang tidak
dirugikan secara berlebihan.
b. Teori Pendekatan Intuisi
Pendekatan intuisi memandang bahwa hakim, sebagai manusia yang memiliki
kepekaan moral, dapat menggunakan insting dan rasa keadilan batin dalam
menentukan putusan. Intuisi ini tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk dari
pemahaman hukum, pengalaman hidup, dan penghayatan terhadap nilai-nilai
sosial yang berlaku. Misalnya, dalam perkara pidana anak di mana pelaku adalah
korban kekerasan dalam rumah tangga, hakim mungkin merasakan bahwa
hukuman penjara yang lama akan memperburuk kondisi psikis pelaku. Dalam
situasi seperti itu, intuisi hakim dapat mengarahkan pada hukuman yang bersifat
pembinaan dengan pengawasan, meskipun peraturan memungkinkan hukuman
yang lebih berat. Pendekatan ini menuntut hakim untuk bijaksana, tidak semata-
mata mengikuti perasaan, melainkan menggabungkannya dengan pertimbangan
hukum yang objektif.
c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menempatkan putusan hakim pada landasan teori dan
doktrin hukum yang kuat, disertai analisis yang sistematis. Hakim yang
menerapkan pendekatan ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan,
literatur hukum, dan putusan-putusan terdahulu yang relevan, lalu
menghubungkannya dengan fakta-fakta perkara. Misalnya, dalam perkara
pidana anak terkait persetubuhan, hakim akan menganalisis unsur-unsur delik
menurut KUHP dan UU Perlindungan Anak, meninjau teori tujuan pemidanaan,
serta mempelajari preseden kasus serupa untuk memastikan putusan konsisten

dengan praktik peradilan.’® Pendekatan keilmuan sangat penting untuk

19 Arsa IImi Budiarti and others, An Outlook on Sexual Violence Case Handling In Indonesia: An
Analysis on Court Decesions from 2018-2020, 2022.



18

menjamin kepastian hukum, sehingga putusan tidak bersifat sewenang-wenang,
tetapi memiliki legitimasi akademis dan yuridis.
d. Teori Pendekatan Pengalaman
Pendekatan pengalaman berangkat dari asumsi bahwa hakim yang telah
menangani banyak perkara memiliki kepekaan dan pengetahuan praktis yang
lebih dalam terhadap dinamika penegakan hukum. Pengalaman memberikan
kemampuan untuk memahami motif pelaku, dampak perbuatan, dan reaksi
masyarakat. Misalnya, hakim yang berpengalaman dalam perkara anak
mengetahui bahwa penjatuhan hukuman penjara yang terlalu lama sering kali
membuat pelaku kehilangan kesempatan pendidikan dan integrasi sosial. Dari
pengalaman tersebut, hakim dapat menyesuaikan putusan agar tetap memberi
efek jera tanpa mengorbankan masa depan anak. Pendekatan ini menekankan
bahwa teori hukum perlu diimbangi dengan pemahaman praktis dari kasus nyata.
e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini memusatkan perhatian pada penentuan alasan hukum utama yang
menjadi inti dari putusan. Ratio decidendi bukan sekadar ringkasan, melainkan
prinsip hukum yang diambil dari fakta-fakta penting perkara dan menjadi dasar
pemutusannya. Dalam perkara anak, ratio decidendi dapat berupa penegasan
bahwa pelaku, meskipun terbukti melakukan tindak pidana, berhak mendapatkan
perlakuan khusus sesuai prinsip best interest of the child. Fungsi ratio decidendi
sangat penting karena dapat menjadi pedoman bagi hakim lain dalam menangani
perkara sejenis di masa depan. Putusan yang memiliki ratio decidendi jelas akan
memudahkan pengawasan oleh peradilan yang lebih tinggi dan memastikan

penerapan hukum yang seragam.2°

20 Rahmawati and others, ‘Criminal Law Disparities against Perpetrators of Sexual Violence against
Children Based on Islamic Law in Indonesia’, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 8.2 (2023), 667—
96 .
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B. Tinjauan Umum Anak di Bawah Umur

Anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana Indonesia dipahami sebagai
subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus karena keterbatasan usia,
kedewasaan, dan tanggung jawabnya. Perlakuan terhadap anak tidak dapat
disamakan dengan orang dewasa, sebab setiap tindakan hukum yang melibatkan
anak harus mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi
anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan batas usia 18 tahun sebagai
ukuran universal, sementara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA) secara khusus mengatur perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, anak di bawah umur
dipandang sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan sehingga lebih
tepat diperlakukan dengan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi daripada sekadar

penghukuman.?!

1. Pengertian Anak Menurut Hukum

Pengertian anak dalam konteks hukum di Indonesia dirumuskan secara jelas
melalui beberapa peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan
perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Setiap definisi yang tercantum
pada undang-undang tersebut memiliki orientasi yang disesuaikan dengan tujuan
pengaturannya. UU Perlindungan Anak menekankan pentingnya menjamin hak
anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, sedangkan UU

SPPA lebih memfokuskan pada penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Definisi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak adalah setiap
orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam
kandungan.?> Rumusan ini memberikan cakupan perlindungan yang sangat luas,
tidak hanya bagi anak yang telah lahir, tetapi juga bagi janin. Makna yang
terkandung di dalamnya mencerminkan pandangan bahwa perlindungan terhadap

anak dimulai sejak awal kehidupan, sehingga hak-hak mereka harus dijaga dari

2 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative
Justice (Bandung: Refika Aditama, 2010), 45.

22 Devy Wahyuningtyas Subroto and Muh Endriyo Susila, ‘Sentencing for Minors in Sexual Abuse
Cases’, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 1.3 (2021), 136-48 1>.
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ancaman kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan sejak masa

kandungan.

Definisi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA) terdapat pada Pasal 1 angka 1 dan angka 3. Pasal 1 angka 1
merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 12 tahun tetapi belum
mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 3
mengatur pengertian anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang
berumur di atas 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang diduga, disangka,
dituntut, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Definisi ini
mempersempit ruang lingkup berdasarkan batas usia tertentu, karena ditujukan
khusus untuk konteks penegakan hukum pidana.

Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa pengertian anak dalam hukum
Indonesia tidak hanya dilihat dari aspek usia, tetapi juga dari kedudukan dan situasi
anak. UU Perlindungan Anak menggunakan batas usia 18 tahun sebagai ukuran
umum yang berlaku untuk semua anak, sedangkan UU SPPA menggunakan batas
usia yang lebih spesifik untuk mengatur proses peradilan pidana.?®> Perbedaan ini
memperlihatkan adanya pendekatan yang disesuaikan dengan tujuan masing-
masing undang-undang, di mana perlindungan bersifat universal dalam UU
Perlindungan Anak, sedangkan UU SPPA menekankan perlakuan khusus bagi anak

yang berhadapan dengan hukum.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya yang terstruktur untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang
secara wajar, baik dari aspek fisik, psikis, maupun social.?* Perlindungan ini
diwujudkan melalui perangkat hukum, kebijakan, dan tindakan nyata dari negara,

masyarakat, serta keluarga. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan

23 Endrianto Bayu Setiawan and others, ‘The Establishment of a New Autonomous Region of Papua
Volksgeist: Jurnal limu Hukum Dan Konstitusi The Indonesian Criminal Law System’s Progression
in Sexual Assaults Regulation’, Volkgeist: Jurnal llmu Hukum Dan Konstitusi, V.2 (2022), 162-77.
24 Nailul Asyfiya, Munifatil Hidayah, and Siti Ummu Adillah, ‘Basic Analysis of Judges
’Considerations in Deciding on Criminal Cases Against Children as Perpetrators of Indecent Acts

(Study of Decision Number’, 4.1 (2025), 611-23.
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anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga mandat konstitusional dan perintah
undang-undang, sehingga pelaksanaannya harus menjadi prioritas dalam setiap
kebijakan publik maupun proses peradilan. Perlindungan dari aspek fisik mencakup
jaminan keamanan anak dari berbagai bentuk kekerasan, penganiayaan, dan
eksploitasi yang dapat membahayakan tubuh serta kesehatannya.

Tindakan ini meliputi pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan fisik,
penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, serta perlindungan dari pekerjaan
yang berbahaya atau mengganggu perkembangan jasmani. Perlindungan dari aspek
psikis berfokus pada pemeliharaan kesehatan mental anak. Lingkungan yang aman,
bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan tekanan psikologis menjadi faktor penting
untuk membentuk pribadi yang percaya diri dan stabil secara emosional.

Dukungan psikososial, layanan konseling, serta pendidikan yang menanamkan
nilai-nilai positif merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan psikis anak.
Perlindungan dari aspek sosial bertujuan memastikan anak dapat berinteraksi dan
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara sehat. Hal ini meliputi
jaminan pendidikan, kesempatan mengembangkan potensi diri, serta perlindungan
dari pengaruh negatif lingkungan seperti penyalahgunaan narkotika, perdagangan
manusia, dan pergaulan yang mengarah pada perilaku menyimpang. Prinsip best
interest of the child menjadi landasan utama dalam setiap tindakan perlindungan
anak.? Prinsip ini menegaskan bahwa semua kebijakan, keputusan, dan tindakan
yang berkaitan dengan anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak

tersebut.

Penerapannya meliputi penentuan kebijakan pendidikan, perlindungan dari proses
hukum yang merugikan perkembangan anak, serta penempatan anak pada
lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal. Prinsip ini juga
mengharuskan aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk
mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak ketika

mengambil keputusan yang melibatkan mereka.

% Abdul Rokhim and Diyan Isnaeni, ‘Jurnal Mercatoria Violence against Minors’, 17.11 (2024),
1-10.
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3. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi perhatian khusus dalam sistem hukum
Indonesia karena kedudukannya yang berbeda dengan pelaku dewasa. Istilah yang
digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut adalah anak yang berkonflik
dengan hukum atau disingkat ABH.?®  Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH adalah
anak yang berusia di atas 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga,
disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Definisi ini menunjukkan bahwa fokus pengaturan tidak hanya tertuju pada pelaku
yang telah terbukti bersalah, tetapi juga pada anak yang masih berada dalam tahap
proses hukum, sehingga perlakuan yang diberikan harus mengedepankan prinsip
perlindungan dan pembinaan. Konsep ABH menempatkan anak bukan sekadar
sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang sedang berada dalam
masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga masih memiliki peluang besar

untuk diperbaiki.

UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi,
yang bertujuan menyelesaikan perkara di luar proses peradilan formal agar anak
tidak terjebak dalam stigma sebagai penjahat sejak usia dini. Terdapat berbagai
faktor yang dapat menyebabkan anak menjadi pelaku tindak pidana.?’ Faktor
keluarga sering menjadi penentu utama, misalnya kurangnya perhatian orang tua,
pola asuh yang keras atau permisif, serta lingkungan rumah yang tidak harmonis.
Faktor lingkungan pergaulan juga berpengaruh besar, seperti pengaruh teman
sebaya yang mendorong perilaku menyimpang, atau tinggal di wilayah dengan

tingkat kriminalitas tinggi.

Faktor ekonomi dapat mendorong anak melakukan tindak pidana demi memenuhi
kebutuhan hidup atau gaya hidup yang diinginkan. Faktor pendidikan dan informasi
turut memengaruhi, di mana kurangnya pendidikan moral dan mudahnya akses

terhadap konten yang tidak layak dapat membentuk perilaku menyimpang. Selain

26 w Hulu, F Laia, and T Hidayati, ‘The Criminal Act of Obscenity toward Childrenn In Terms of
the Law on Child Protection’, Legal Brief, 12.2 (2023), 241-50
27 Aritonang and Susetyo.
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itu, perkembangan teknologi dan media sosial tanpa pengawasan juga dapat
mempercepat proses pembentukan perilaku yang mengarah pada pelanggaran

hukum.

Pendekatan yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan
pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab tersebut. Penegakan hukum terhadap
anak tidak boleh hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman, tetapi juga harus
dirancang untuk memperbaiki kondisi yang menjadi akar permasalahan, sehingga
anak dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar dan produktif.

C. Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang secara
hukum dipandang serius karena menyangkut harkat, martabat, serta perlindungan
anak sebagai kelompok rentan. KUHP melalui Pasal 287 secara tegas melarang
persetubuhan dengan anak di bawah umur, bahkan apabila dilakukan atas dasar
persetujuan, karena hukum menganggap anak belum cakap untuk memberikan
persetujuan yang sah. Dalam perkembangan legislasi, ketentuan ini diperkuat
melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang
menempatkan persetubuhan terhadap anak sebagai tindak pidana dengan ancaman
pidana yang berat, serta menambahkan pemberatan hukuman apabila pelaku
memiliki hubungan kuasa atau kedekatan dengan korban. Oleh karena itu, tindak
pidana persetubuhan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma
kesusilaan, tetapi juga sebagai tindak kriminal yang berimplikasi pada kerusakan
fisik, psikis, dan masa depan anak, sehingga negara berkewajiban memberikan

perlindungan hukum secara maksimal.?

1. Pengertian tindak pidana persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan yang
diatur dalam KUHP dan undang-undang khusus. Persetubuhan dipahami sebagai
hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan penetrasi. Jika
dilakukan terhadap anak di bawah umur, perbuatan tersebut tetap merupakan tindak

pidana meskipun dilakukan atas dasar persetujuan korban. Anak tidak memiliki

28 Lilik Mulyadi, Kejahatan terhadap Kesusilaan: Analisis tentang Tindak Pidana Pornografi,
Prostitusi, dan Perkosaan (Bandung: Alumni, 2010), 112.
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kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan yang sah, sehingga setiap bentuk
hubungan seksual dengan anak dipandang sebagai pelanggaran hukum. Lukman
Hakim menjelaskan bahwa persetubuhan adalah perbuatan biologis yang terjadi
melalui penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin Perempuan.?®
Sudarto berpendapat bahwa persetubuhan termasuk tindak pidana apabila
dilakukan terhadap pihak yang belum mampu memberikan persetujuan secara

hukum, terutama anak di bawah umur.*

Lamintang menambahkan bahwa tindak pidana persetubuhan berhubungan
langsung dengan pelanggaran norma kesusilaan, sehingga meskipun ada
persetujuan dari anak, perbuatan tersebut tetap merupakan kejahatan. Dari
pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap
anak bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga merupakan tindakan kriminal
yang berpotensi merusak masa depan korban. Perlindungan hukum dibutuhkan

untuk menjaga martabat, kesehatan fisik, dan perkembangan psikologis anak.

Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi
anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu
tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan
termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku
Il Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 286, Pasal 287 dan
Pasal 288 KUHP. Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan
(perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Perbuatan
zina atau mukah, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau
persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang
perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan

dengan orang lain.®!

29 Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana (Penerbit Deepublish, 2020).
%0 Surbakti & Natangsa, XXXIX.
31 Chandra, 1.
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2. Dasar Hukum Tindak Pidana Persetubuhan
KUHP Pasal 287 mengatur bahwa:

“barang siapa melakukan persetubuhan dengan perempuan yang belum berumur 15
tahun atau belum waktunya kawin dapat dipidana meskipun atas dasar persetujuan
korban.”

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa persetujuan anak tidak diakui dalam hukum
pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
menegaskan larangan terhadap persetubuhan anak dalam Pasal 76D. Pelanggaran
terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaku
persetubuhan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan/atau

denda.

UU SPPA menguatkan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana. Pasal 69
sampai 83 menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus.
Prinsip best interest of the child menjadi dasar setiap proses peradilan, yang

mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial anak korban persetubuhan.®?

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan memiliki unsur subjektif dan unsur objektif.>* Kedua

unsur ini harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu perbuatan dapat

dikategorikan  sebagai tindak pidana dan pelaku dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam

menilai apakah suatu perbuatan memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana

persetubuhan.

a. Unsur subjektif mencakup adanya kehendak pelaku yang disertai kesadaran
untuk melakukan persetubuhan dengan anak.

b. Unsur objektif meliputi adanya perbuatan persetubuhan, usia korban yang
belum dewasa, serta penggunaan kekerasan atau persetujuan yang tidak sah

secara hukum.®*

%2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Prenada Media, 2018).
33 Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 41.
34 Surbakti & Natangsa, XXXIX.
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4. Jenis dan Bentuk Persetubuhan yang Dilarang

Jenis tindak pidana persetubuhan terhadap anak meliputi:

a. Persetubuhan dengan anak di bawah umur meskipun ada persetujuan.

b. Persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

c. Persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa atau kedudukan
tertentu, seperti orang tua, guru, atau pengasuh.

Ketiga bentuk tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum yang

komprehensif agar anak tidak menjadi objek eksploitasi seksual dari orang dewasa

yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. °

5. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan Anak

Sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan anak mencakup pidana penjara dan
pidana denda. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada
pelaku serta sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban. KUHP
menetapkan ancaman pidana maksimal bagi pelaku persetubuhan anak, yang dalam
praktiknya disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan keadaan yang memberatkan
atau meringankan. Namun, pengaturan dalam KUHP dianggap masih belum
memberikan efek jera yang optimal, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih
tegas melalui undang-undang khusus.Undang-Undang Perlindungan Anak
memberikan ancaman yang lebih berat, yaitu pidana minimal 5 tahun dan maksimal
15 tahun dengan denda sampai 5 miliar rupiah. Selain itu, apabila pelaku merupakan
orang yang memiliki hubungan kuasa atau kedekatan dengan anak, maka pidana
dapat ditambah sepertiga. Pemberatan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan

perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari kejahatan seksual.

6. Dampak Persetubuhan ternadap Anak Korban

Persetubuhan terhadap anak berdampak sangat serius, tidak hanya dalam jangka
pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Dampak tersebut dapat memengaruhi
seluruh aspek kehidupan anak, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Dari sisi fisik,
korban dapat mengalami gangguan kesehatan reproduksi, luka fisik, bahkan risiko

penyakit menular seksual. Kondisi ini dapat mengganggu pertumbuhan dan

35 Arief.
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perkembangan anak secara normal. Dari sisi psikis, korban sering mengalami

trauma, depresi, rasa takut, serta gangguan kepercayaan diri.

Trauma yang dialami dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan
memengaruhi kondisi mental anak hingga dewasa. Dari sisi sosial, korban sering
menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan
anak mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial serta terganggunya proses
pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penanganan terhadap
korban tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga harus mencakup
pemulihan secara menyeluruh agar anak dapat kembali menjalani kehidupan secara

normal.

7. Tujuan Pemidanaan dalam Kasus Persetubuhan Anak

Pemidanaan terhadap pelaku persetubuhan anak diarahkan pada beberapa tujuan. ¢

a. Pembalasan (retribution), yaitu memberikan penderitaan kepada pelaku karena
telah melakukan perbuatan tercela.

b. Pencegahan (deterrence), baik pencegahan umum agar masyarakat tidak
melakukan perbuatan serupa maupun pencegahan khusus agar pelaku tidak
mengulangi tindak pidana.

c. Rehabilitasi (rehabilitation), yaitu memperbaiki perilaku pelaku agar tidak
kembali melakukan kejahatan serupa.

d. Perlindungan anak, yaitu memastikan anak korban mendapatkan perlindungan

hukum serta pemulihan dari dampak persetubuhan

% Aritonang and Susetyo.
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D. Tinjauan Umum Pemidanaan
Pemidanaan pada dasarnya merupakan inti dari hukum pidana yang berfungsi

sebagai sarana negara dalam menegakkan norma hukum melalui pemberian sanksi
kepada pelaku tindak pidana.3” Konsep pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai
pemberian penderitaan, tetapi juga mengandung dimensi filosofis, yuridis, dan
sosiologis yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum,
keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perkembangannya, pemidanaan dipandang
sebagai proses yang melibatkan perumusan norma pidana, penjatuhan pidana oleh
hakim, hingga pelaksanaan sanksi oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu,
pemidanaan bukan semata-mata persoalan pembalasan atas kesalahan pelaku,
melainkan juga sarana preventif, rehabilitatif, dan korektif yang diharapkan mampu
memulihkan ketertiban sosial serta mengembalikan pelaku agar dapat berperan
kembali secara konstruktif di masyarakat. 38

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan suatu proses penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh negara
kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana . Proses ini dimulai
dari tahap perumusan aturan oleh pembentuk undang-undang, dilanjutkan dengan
proses peradilan untuk menentukan bentuk dan lamanya pidana, hingga tahap
pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan atau pihak yang
berwenang. KUHP tidak memberikan definisi yang eksplisit tentang pemidanaan,
tetapi memuat pengaturan mengenai jenis-jenis pidana dalam Pasal 10, yang
meliputi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan
pidana denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu,

perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Beberapa ahli hukum memberikan pandangan yang memperjelas makna
pemidanaan. Moeljatno menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang
dijatuhkan oleh penguasa kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang

dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang dan memenuhi syarat

37 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2017), 23.
38 Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2022,
1"l
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tertentu.®® Sudarto memandang pidana sebagai reaksi negara terhadap pelanggaran
hukum yang diwujudkan dalam bentuk penderitaan agar ketertiban masyarakat
tetap terjaga. P.A.F.*° Lamintang menekankan bahwa pemidanaan, khususnya
pidana penjara, esensinya terletak pada pencabutan kebebasan bergerak bagi
terpidana serta kewajiban mematuhi peraturan di lembaga pemasyarakatan. Muladi
bersama Barda Nawawi Arief menempatkan pemidanaan dalam kerangka
kebijakan kriminal yang bertujuan melindungi masyarakat melalui perpaduan ide
pembalasan (retribution), pencegahan (deterrence), dan perbaikan perilaku
(rehabilitation).**

Perlu dibedakan antara istilah pidana dan pemidanaan. Pidana merujuk pada sanksi
konkret yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang
berlaku. Pemidanaan mengacu pada keseluruhan proses yang meliputi penentuan,
penjatuhan, dan pelaksanaan pidana tersebut. Pidana menitikberatkan pada bentuk
sanksi seperti yang diatur undang-undang, sedangkan pemidanaan berfokus pada
mekanisme penerapan sanksi yang mempertimbangkan asas keadilan, tujuan sosial,
dan perlindungan masyarakat. Pemahaman atas perbedaan ini penting agar kajian
terhadap dasar pertimbangan hakim tidak hanya terbatas pada kesesuaian jenis dan
lama pidana dengan ancaman undang-undang, tetapi juga mencakup analisis
terhadap alasan, tujuan, serta pertimbangan lain yang melatarbelakangi putusan

tersebut.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan dicantumkan dalam Pasal 51 KUHP Nasional dengan empat
tujuan utama :

a. Pencegahan (preventif): mencegah terjadinya tindak pidana, baik oleh pelaku

yang sama (pencegahan khusus) maupun oleh masyarakat luas (pencegahan

umum), melalui penegakan norma hukum demi melindungi masyarakat.

39 Chandra, 1.

40 Surbakti & Natangsa, XXXIX.

1 Dhea Andini, ‘Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Kekerasan Dan Tipu
Muslihat Melakukan Persetubuhan Pada Anak (Putusan Nomor 65/PID.B/2021/PN.SBS)’, 2025,
717-27.
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b. Pembinaan (rehabilitatif): memperbaiki kepribadian dan perilaku terpidana
melalui proses pembinaan, khususnya di lembaga pemasyarakatan, agar dapat
kembali menjadi individu yang baik dan diterima dalam masyarakat.

c. Pemulihan (restoratif): menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana
serta memulihkan keseimbangan, termasuk memperhatikan kepentingan korban
dan hubungan sosial yang terganggu.

d. Penegakan norma dan keadilan (retributif proporsional) : menegaskan kembali
norma hukum yang telah dilanggar serta memberikan sanksi yang adil dan
seimbang sesuai dengan kesalahan pelaku, sehingga mencerminkan rasa

keadilan dalam masyarakat.

Pemidanaan juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa penyesalan pada diri pelaku
sehingga ia menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan tidak mengulangi
perbuatannya di kemudian hari. Tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan alasan
filosofis mengenai praktik mengapa negara menjatuhkan hukuman kepada pelaku
tindak pidana. Pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk reaksi negara
terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang
berlaku dalam masyarakat. Setiap bentuk pidana yang dijatuhkan tidak hanya
bertujuan untuk memberikan reaksi atas perbuatan yang salah, tetapi juga
diharapkan mampu mencapai efek tertentu bagi pelaku, korban, maupun

masyarakat.

Melalui pemidanaan diharapkan pelaku menyadari kesalahan yang telah diperbuat,
korban memperoleh rasa keadilan, serta masyarakat mendapatkan perlindungan
dari kemungkinan terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang Berdasarkan
dengan tujuan tersebut, dalam perkembangan ilmu hukum pidana para ahli
mengemukakan berbagai teori yang menjelaskan mengenai dasar dan tujuan

penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Teori-teori tersebut berkembang sebagai landasan pemikiran dalam menentukan
tujuan dan fungsi pemidanaan dalam sistem hukum pidana. Secara umum, teori
mengenai tujuan pemidanaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu teori absolut,

teori relatif, dan teori gabungan, yang masing-masing memberikan pandangan



31

berbeda mengenai alasan dan tujuan dijatuhkannya pidana kepada seseorang yang

melakukan tindak pidana.*?

a. Teori Absolut (pembalasan)
Teori ini menempatkan pidana sebagai konsekuensi yang mutlak harus
diberikan kepada pelaku semata-mata karena ia telah melakukan perbuatan
yang salah. Pandangan ini dipengaruhi oleh pemikiran tokoh seperti Immanuel
Kant yang melihat pidana sebagai tuntutan moral, dan Hegel yang menganggap
pidana sebagai penegasan kembali terhadap norma hukum yang telah dilanggar.
Menurut teori ini, hukuman tidak dipandang dari manfaatnya di masa depan,
melainkan sebagai bentuk pembalasan yang sepadan atas perbuatan pelaku.
Penderitaan yang dijatuhkan dianggap wajar karena pelaku telah menimbulkan
penderitaan bagi korban atau masyarakat.

b. Teori Relatif atau Utilitarian (pencegahan dan rehabilitasi)
Teori ini memandang pidana bukan semata-mata untuk membalas kesalahan,
tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi ketertiban
masyarakat. Ada dua aspek utama dalam teori ini, yaitu pencegahan umum
(general prevention) yang bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat
agar tidak melakukan perbuatan serupa, dan pencegahan khusus (special
prevention) yang ditujukan langsung kepada pelaku agar tidak mengulangi
tindak pidana.*® Selain pencegahan, teori ini juga mengedepankan rehabilitasi,
yaitu upaya memperbaiki perilaku pelaku sehingga ia dapat kembali menjadi
anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengancam keamanan.

c. Teori Gabungan (kombinasi pembalasan dan perbaikan perilaku)
Teori ini mencoba memadukan elemen-elemen dari teori absolut dan teori
relatif. Pidana tetap dipandang sebagai reaksi terhadap perbuatan salah yang
perlu diberikan demi keadilan, tetapi pada saat yang sama juga diarahkan untuk
tujuan preventif dan rehabilitatif. Hukuman dalam perspektif teori gabungan
harus memenuhi rasa keadilan dengan memberikan sanksi yang proporsional
terhadap kesalahan pelaku, sekaligus mempertimbangkan manfaat sosial berupa

pencegahan kejahatan dan pemulihan pelaku agar tidak kembali melakukan

42 Surbakti & Natangsa, XXxix

43 Lizzyana Yusron and Erny Herlin Setyorini, ‘Analysis of Criminal Liability In Cases of Sexual
Violence Against Children on The Grounds of Consent’, 3.2 (2025), 779-88.
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pelanggaran hukum. Pendekatan ini banyak digunakan dalam sistem hukum
modern karena dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum,

keadilan, dan kemanfaatan.

Penerapan teori pemidanaan menjadi sangat penting karena menyangkut
perlindungan terhadap korban serta penjatuhan sanksi yang tepat terhadap pelaku.
Teori absolut terlihat dalam penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap
pelaku yang telah merusak masa depan anak. Sementara itu, teori relatif terlihat
dalam upaya pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang, serta dalam upaya
rehabilitasi pelaku. Adapun teori gabungan tercermin dalam praktik peradilan yang
tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan
korban, masyarakat, serta masa depan pelaku. Dalam konteks ini, pemidanaan
diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus memberikan perlindungan

maksimal kepada anak sebagai korban.

3. Jenis-jenis Pidana
Jenis pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal
10 KUHP. % Ketentuan tersebut membagi pidana menjadi dua kelompok besar,
yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pembagian ini menunjukkan adanya
perbedaan sifat dan tujuan dari masing-masing jenis pidana, di mana pidana pokok
menjadi sanksi utama yang dijatuhkan, sedangkan pidana tambahan bersifat
melengkapi atau memperkuat efek dari pidana pokok yang telah diputuskan.
a. Pidana Pokok
Pidana pokok merupakan bentuk hukuman utama yang dijatuhkan kepada
pelaku tindak pidana. Dalam KUHP, pidana pokok terdiri atas empat jenis.*
b. Pidana mati
Hukuman mati dipandang sebagai bentuk pidana paling berat dan bersifat final
karena menghilangkan nyawa terpidana. Pidana ini dijatuhkan pada tindak
pidana yang tergolong sangat serius, seperti pembunuhan berencana atau

kejahatan tertentu yang mengancam keamanan negara. Pelaksanaannya hanya

44 Budiarti and others.
45 Surbakti & Natangsa, XXXIX.
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dapat dilakukan setelah seluruh prosedur hukum terpenuhi, termasuk upaya
hukum dan grasi.
c. Pidana penjara

Pidana penjara membatasi kebebasan terpidana untuk jangka waktu tertentu

atau seumur hidup dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan.

Hukuman ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus membuka peluang

pembinaan agar pelaku dapat berintegrasi kembali ke masyarakat.

1) Pidana kurungan
Pidana kurungan memiliki sifat yang lebih ringan dibandingkan pidana
penjara, biasanya dikenakan untuk pelanggaran atau tindak pidana ringan.
Masa kurungan lebih singkat dan pelaksanaannya dapat digantikan dengan
pembayaran denda sesuai ketentuan hukum.

2) Pidana denda
Pidana ini berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara
sebagai bentuk sanksi. Jika terpidana tidak mampu membayar, maka denda
dapat diganti dengan pidana kurungan sesuai ketentuan KUHP.

d. Pidana Tambahan

Pidana tambahan dijatuhkan untuk memperkuat atau melengkapi pidana pokok.

Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan apabila

dipandang perlu demi tercapainya tujuan pemidanaan. KUHP mengatur tiga

bentuk pidana tambahan:

1) Pencabutan hak-hak tertentu
Pencabutan dapat berupa larangan memegang jabatan, menjalankan profesi
tertentu, atau hak memilih dan dipilih, sesuai ketentuan Pasal 35 KUHP.4
Sanksi ini bersifat membatasi hak sipil atau politik terpidana untuk
mencegah penyalahgunaan wewenang di masa depan.

2) Perampasan barang-barang tertentu
Perampasan dilakukan terhadap barang yang diperoleh dari hasil kejahatan

atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Barang yang

#6 Nathanael Elnadus Johanes Sumampouw, ‘Legal Psychological Studies into Child Sexual Abuse
Investigation in Indonesia’, 2023
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dirampas menjadi milik negara atau dimusnahkan, tergantung pada sifat
dan nilai barang tersebut.

3) Pengumuman putusan hakim
Pengumuman putusan dilakukan untuk memberi informasi kepada publik
mengenai hukuman yang dijatuhkan. Tujuan utamanya adalah memberi
efek jera serta transparansi proses hukum, dan biaya pelaksanaannya
dibebankan kepada terpidana.

Bagaimana jenis pidana tersebut diurutkan secara berurutan didasarkan pada
seberapa berat pidana yang diaturnya; yang terberat adalah yang disebutkan terlebih
dahulu. Selain pidana pokok, keberadaan pidana tambahan adalah fakultatif. Ini
tidak berlaku untuk kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250, 261, dan 275
KUHP yang menjadi perlu atau wajib.

Tindakan dan upaya yang harus dilakukan oleh negara dan lembaga hukum
terhadap tersangka dan terdakwa yang melanggar hukum pidana untuk
menentukan, menjatuhkan, dan menerapkan sanksi pidana terhadap mereka, serta
tindakan yang dapat dilakukan oleh tersangka dan terdakwa untuk mempertahankan
hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti bergerak (formal), hal itu
memuat aturan tentang bagaimana negara harus bertindak untuk menegakkan

hukum pidana dalam arti materiil (formal).

Selain ketentuan pidana dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur jenis pidana khusus bagi
anak. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mengutamakan pembinaan, perlindungan,

dan kepentingan terbaik bagi anak. Jenis pidana bagi anak meliputi:

a Pidana peringatan
Pidana ringan berupa teguran kepada anak agar tidak mengulangi
perbuatannya.

b Pidana dengan syarat
Pidana yang pelaksanaannya disertai syarat tertentu, seperti pembinaan di luar

lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
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Pelatihan kerja

Pidana berupa pemberian keterampilan kerja kepada anak sebagai bentuk
pembinaan.

Pembinaan dalam lembaga

Pembinaan yang dilakukan di lembaga khusus anak melalui pendidikan dan
pelatihan.

Pidana penjara

Pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dan

dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak-hak anak.



I1l. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau
memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu dibedakan dari teknik
pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh

data.*’

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan skripsi ini menggunakan dua pendekatan, yaitu yuridis normatif dan
yuridis empiris. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Dilaksanakan dengan menelaah aspek-aspek teoritis yang mencakup asas-asas
hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, serta peraturan dan sistem
hukum yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian skripsi ini dan
dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan yang berkaitan
dengan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak
pelaku tindak pidana persetubuhan (studi nomor putusan : 23/Pid.Sus-
Anak/2025/PN Tjk). Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman
yang mendalam mengenai inti pembahasan yang jelas terkait gejala dan objek yang

sedang diteliti, berdasarkan literatur dan sumber-sumber yang relevan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris
Pendekatan ini menitikberatkan pada pengumpulan data nyata atau fakta yang

terjadi di lapangan. Selain melihat norma hukum, pendekatan ini juga mengkaji

47 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 9.
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bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, dengan metode seperti wawancara,

observasi, studi kasus, dan analisis dokumen perkara.*®

B. Sumber dan Jenis Data
Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh
langsung dan masyarakat, data yang diperoleh dari bahan pustaka data tersebut
yaitu :
1. Data Primer
Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh secara langsung dari
lapangan dan dokumen kasus yang menjadi fokus penelitian. data diperoleh
melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang
berperan dalam proses penanganan perkara.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi pustaka yang berupa bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang merupakan
bahan-bahan hukum dengan menjadi dasar pembahasan tulisan ini, yaitu :
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun
1981,
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, (UU SPPA)
4) Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia terdiri dari Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun
2014 (perubahan atas UU No 23 Tahun 2002). Undang-undang ini
mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan
diskriminasi, serta menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi

48 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
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5) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta
memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum
yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini baik
dalam contoh kasus seperti putusan perkara tindak pidana persetubuhan
dengan anak sebagai pelaku

c. Bahan Hukum Tersier adalah sumber yang memberikan keterangan
pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder, seperti teori atau pendapat
para ahli yang ditemukan dalam buku, kamus hukum, literatur, situs internet,
dan sumber lainnya. Selain itu, putusan pengadilan dan yurisprudensi yang
berkaitan dengan kasus persetubuhan anak juga dianalisis sebagai sumber
hukum sekunder. Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang
berfungsi untuk memberikan landasan teori, normatif, dan kerangka analisis
dalam penelitian sehingga membantu memahami konsep, norma, dan

kebijakan hukum yang relevan dengan penelitian secara komprehensif,

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang memberikan informasi penting terkait proses
peradilan pidana anak dalam kasus persetubuhan. Pemilihan narasumber ini
bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pertimbangan
yuridis, sosiologis, dan psikologis yang menjadi dasar keputusan hakim dalam
menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Adapun

narasumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang 1 Orang

2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas : 1 Orang
Lampung

Jumlah Narasumber : 2 Orang *
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpualan Data

Prosedur pengumpulan data penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

a.

2.

Studi Kepustakaan (Library Research)

Mengumpulkan data sekunder dengan mengkaji bahan hukum primer (peraturan
perundang-undangan terkait perlindungan anak dan pidana anak), bahan hukum
sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus,
ensiklopedia). Data ini memuat dasar normatif dan teori hukum yang digunakan
dalam penelitian.

Studi Lapangan (Field Research)

Studi Lapangan memungkinkan penelitian memperoleh data primer yang akurat
dan kontekstual melalui interaksi langsung dan pengamatan realitas di lapangan
guna mendukung analisis yang komprehensif dan mendalam dalam penelitian.
Melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (semi-
terstruktur) dengan narasumber yang berperan dalam proses peradilan pidana

anak, seperti hakim.

Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah dan mempersiapkan data agar siap

dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Tahapan pengolahan data meliputi:

a.

Identifikasi data

Setelah data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi putusan
pengadilan, tahap selanjutnya adalah Identifikasi data agar siap untuk dianalisis.
Klasifikasi Data

Memeriksa kembali setiap data hasil wawancara dan dokumen yang telah
dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi. Data
yang tidak lengkap atau tidak relevan akan disortir dan dibuang.

Sistematika Data

Dalam setiap topik pembahasan disusun secara teratur guna mempermudah

proses analisis data.
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E. Analisis Data

Analisis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, di mana data
dan informasi yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian naratif yang
terstruktur, sistematis, serta dianalisis secara mendalam. Tujuan dari proses ini
adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh melalui interpretasi,
penilaian, dan penggabungan dengan pengetahuan yang relevan. Setelah proses
analisis dilakukan, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu
dimulai dari fakta-fakta umum yang ditemukan di lapangan kemudian disimpulkan



V. PENUTUP

A. Simpulan
1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak

pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk secara
yuridis adalah bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan alat bukti berupa
keterangan saksi, keterangan anak, serta Visum Et Repertum yang menunjukkan
adanya akibat fisik dan trauma pada korban . Secara sosiologis, hakim
mempertimbangkan kondisi anak yang masih berusia 15 tahun, berstatus pelajar,
mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum, di samping
adanya dampak serius yang dialami korban, sehingga dijatuhkan pidana berupa
penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA disertai pelatihan kerja sebagai bentuk
pembinaan. Secara filosofis, pertimbangan hakim mencerminkan upaya
menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan terhadap korban dan
pembinaan anak pelaku, dengan menempatkan pidana tidak semata sebagai
pembalasan, tetapi juga sebagai sarana edukatif, rehabilitatif, dan reintegratif demi

masa depan anak.

2. Kesesuaian putusan hakim dengan tujuan pemidanaan dalam perkara anak pelaku
tindak pidana persetubuhan menunjukkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan
belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 51 KUHP. Penjatuhan pidana penjara disertai pelatihan kerja telah memenuhi
tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan efek jera bagi
pelaku maupun masyarakat, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap korban
yang mengalami dampak fisik, psikologis, dan terganggunya masa depan korban

akibat perbuatan tersebut. Putusan tersebut juga mencerminkan adanya upaya
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menumbuhkan rasa penyesalan pada diri anak atas perbuatannya. Namun, tujuan
memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan belum
terlaksana secara optimal karena pemidanaan masih lebih menitikberatkan pada
aspek penghukuman dibandingkan pembinaan dan pemulihan anak. Dengan
demikian, putusan hakim belum sepenuhnya sesuai dengan keseluruhan tujuan

pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa
saran sebagai berikut.

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum diharapkan tetap mempertahankan pendekatan yang mengutamakan
kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan aspek pembinaan dan
rehabilitasi. Pertimbangan yang komprehensif terhadap kondisi sosial, psikologis,
dan lingkungan anak perlu terus dilakukan agar putusan yang dijatuhkan tidak
hanya memberikan efek jera tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk
memperbaiki diri. Bagi aparat penegak hukum lainnya, khususnya jaksa dan
pembimbing kemasyarakatan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam
proses penanganan perkara anak sehingga tujuan sistem peradilan pidana anak

dapat tercapai secara optimal.

2. Hakim dalam menangani perkara anak ke depan perlu lebih menekankan
kesesuaian tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan
terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat
tindak pidana, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku. Dalam praktiknya,
hakim masih cenderung menitikberatkan pada aspek penghukuman sehingga tujuan
pemidanaan belum sepenuhnya terlaksana secara seimbang. Oleh karena itu,
diperlukan optimalisasi peran BAPAS melalui hasil penelitian kemasyarakatan
(litmas) yang lebih komprehensif dan implementatif agar rekomendasi yang
diberikan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi dasar pertimbangan
hakim dalam menentukan pemidanaan yang sesuai dengan kondisi anak. Dengan

demikian, pemidanaan terhadap anak diharapkan dapat lebih berorientasi pada
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pembinaan, pemulihan, dan pencegahan pengulangan tindak pidana, baik oleh anak
yang bersangkutan maupun sebagai upaya preventif agar perbuatan serupa tidak

ditiru atau dilakukan kembali oleh masyarakat lainnya.
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